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ABSTRAK

Dwangsom diartikan sebagai tuntutan uang paksa atau hukuman tambahan
bagi Tergugat agar menjalankan prestasinya dengan sukarela. Dwangsom dalam
tatanan hukum nasional diatur dalam Pasal 606 a dan 606 b Rv, dan dalam HIR dan
RBg dwangsom tidak diatur secara rinci. Putusan hakim yang sia-sia (illusoir)
sebenarnya bukan permasalah baru di lingkungan Pengadilan. Putusan hakim seperti
ini ibarat air garam di dalam gelas, sulit untuk dilihat tetapi dapat dirasakan
keberadaanya. Dwangsom sebagai upaya menekan secara kejiwaan agar Tergugat
menjalankan isi putusan dengan sukarela sehingga tidak menjadikan putusan hakim
menjadi illusoir, nampaknya sering dan banyak dijumpai dalam perkara perdata di
Pengadilan Umum. Perkara cerai gugat sebagai kewenangan absolut Pengadilan
Agama, membuka ruang untuk menerapkan dwangsom dalam gugatan sebagai
strategi menekan Tergugat agar menjalankan kewajibannya dan memenuhi hak-hak
Penggugat. Namun dalam praktiknya, dwangsom dalam Pengadilan Agama tidak
sepopuler dwangsom dalam Pengadilan Umum, sehingga penerapan dan prosedurnya
di Pengadilan Agama-pun khususnya Pengadilan Agama Sleman belum pernah
mempraktikannya.

Dwangsom sebagai upaya meminimalisir putusan illusoir, serta bagaimana
penerapan dan prosedurnya dalam perkara cerai gugat di Pengailan Agama Sleman,
merupakan pokok permasalahan yang Penyusun angkat dalam penelitian ini.

Jenis penelitian ini adalah library research, metode penelitian yang digunakan
adalah analisis deskriptif. Kemudian menganalisis data yang terkumpul dengan cara
deduktif serta menggunakkan pendekatan Magasid as-Syari‘ah. Pemilihan Magasid
asy-Syar'ah ini untuk memahami unsur-unsur hukum positif khususnya hukum
perdata formil dan materiil dari segi maslahah.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan dwangsom dalam perkara
cerac gugat di  Pengadilan Agama Sleman hukumnya mubah dengan
mempertimbangkan kemaslahatan, artinya bila hakim memahami indikasi bahwa
Tergugat kemungkinan besar akan melalaikan kewajibannya dalam memenuhi hak-
hak Penggugat, maka seyogyanya dan ada baiknya menerapkan dwangsom dalam
gugatan dan putusan hakim, lebih-lebih apabila peneapan tersebut dengan tujuan
kemaslahatan. Memahami indikasi-indikasi di atas dapat hakim peroleh dari proses
mediasi dan pemeriksaan perkara di persidangan. Namun demikian, dwangsom dalam
perkara cerai gugat hanya dapat diterapkan dalam perkara cerai gugat yang sifat
gugatannya kumulatif, dan satu hal yang harus diperhatikan bahwa berdasarkan
putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1346k / Pdt / 1991 dengan kaidah hukum
bahwa putusan atau amar mengenai dwangsom atau uang paksa harus ditiadakan oleh
pelaksanaan eksekusi dapat dilaksanakan secra eksekusi riil, dengan demikian
dwangsom tidak dapat dijatuhkan bersamaan dengan pembayaran sgumlah uang,
karena dalam penyerahan sgjumlah uang dapat dilakukan dengan eksekusi riil atau
sita jaminan. Prosedur dan penerapan serta eksekusi dwangsom dalam Pengadilan
Agama Sleman sama halnya dengan prosedur dwangsom di lingkungan Pengadilam
Umum, karena pada dasarnya hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama
Sleman adalah hukum acara yang juga berlaku di Pengadilan Umum.
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SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

I.  Konsonan Tunggal

Huruf Arab Huruf Latin Nama

tidak dilambangkan
be
te

es (dengan titik di atas)

je
ha (dengan titik di bawah)
ka dan ha
de
zal zet (dengan titik di atas)
ra’ er
zai zet
sin es
syin es dan ye
Sad es (dengan titik di bawah)
dad de (dengan titik di bawah)
ta’ te (dengan titik di bawah)
&’ zet (dengan titik di bawah)
‘ain koma terbalik di atas
gain ge
f& ef
gaf qi
kaf ka
lam ‘el
mim ‘em
ndn ‘en
wal W
h&’ ha
hamzah apostrof
ya’ ye
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Il.  Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

ditulis
ditulis
I1l.  Ta’ marbutah di akhir kata
1.  Bila dimatikan ditulis h
ditulis
ditulis

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam
bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki

lafal aslinya).

2.  Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis

dengan h.

ditulis

|
E

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammabh ditulis t

atau h.

ditulis

|

1V.  Vokal Pendek

||

fathah
fa’ala
kasrah i
zukira
dammah u
yazhabu

vil



V.  Vokal Panjang

ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
V1.  Vokal Rangkap

1 ditulis
ditulis
2 ditulis
ditulis

VII.  Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof
ditulis
ditulis
ditulis

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”.

VIIl.  Kata Sandang Alif + Lam
- - -

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah
yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf | (el) nya.
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ditulis
ditulis

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ditulis
ditulis

X



MOTTO

""siapa yang merasa dirinya tawadu’, benar-benar dia telah takabbur. Sebab tiadalah dia
merasa tawadu’ kalau bukan karena sifat tinggi hatinya. Maka kapan saja engkau
merasa dirimu tinggi, maka engkau telah benar-benar takabbur**

(Syekh Ahmad bin Muhammad Attailah)
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dwangsom sebagal upaya optimalisasi kebijakan hakim dalam memutus
perkara dan sebelum membahas masalah tersebut dalam lingkungan Pengadilan
Agama, telah dipahami bahwa Peradilan Agama ialah salah satu pelaku
kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam
mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-
undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama.' Pasal ini menjelaskan para hakim di Pengadilan
Agama berkewagjiban untuk memutus dan menuntaskan setiap perkara yang
masuk yang sesual dengan peraturan perundang-undangan tanpa terkecuali dalam
bentuk penetapan dan putusan.

Dalam menjalankan fungs peradilan ini, para hakim Peradilan Agama
harus menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah menegakan
hukum dan keadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam setiap putusan yang
hendak dijatunkan oleh hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu
perkara, perlu diperhatikan tiga hal yang sangat esensia, yaitu keadilan,

kemanfatan dan kepastian. Ketiga hal ini harus mendapatkan perhatian yang

! Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang
No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama



seimbang dan profesional, meskipun dalam praktik sangat sulit mewujudkannya.?

Dalam setiap putusan hakim yang telah berketetapan hukum tetap, tidak
jarang dijumpai Tergugat tidak memenuhi prestasinya atau tidak memjalankan isi
putusan dengan sukarela, sehingga menjadi penghalang dalam pemenuhan hak-
hak Penggugat.

Tata cara pelaksanaan putusan terhadap Tergugat yang tidak menjalankan
putusan dengan sukarela, adalah dengan melakukan pemaksaan terhadap Tergugat
setelah Tergugat menerima peringatan (aan maning) dari hakim dan tidak
menanggapi peringatan (aan maning) tersebut, atau dengan menerapkan tuntutan
uang paksa (dwangsom) untuk menekan secara psikologis terhadap Tergugat agar
mel aksanakan putusan hakim dengan sukatela dan sewajarnya.

Qudelaar menjelaskan sebagaimana dikutip oleh Lilik Mulyadi, tuntuan
uang paksa (dwangsom) adalah sgumlah uang yang ditetapkan dalam putusan
hakim yang harus dibayar oleh s Terhukum untuk kepentingan pihak lawan
apabilaiatidak memenuhi hukuman pokok.’

Tuntutan uang paksa dalam praktik peradilan perkara perdata di Indonesia
lazim disebut dengan terminology ""‘Dwangsom™. Terminology “dwangsom" ini
berasal dari bahasa Belanda, yang merupakan kata absorptie dari bahasa Perancis

yaitu kata "astreinte”. Dalam aspek teori dan praktik tuntutan uang paksa

2 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Cet ke-5
(Jakarta: Kencana Prenada Madia Group, 2008), him.230.

% Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia: Teori, Praktik,
Teknik Membuat dan Permasalahannya (Bandung: PT. Citra Aditya Abadi, 2009), him. 70.



(dwangsom) lazim dijumpai dalam setiap gugatan. Kongkritnya, tuntutan uang
paksa merupakan hal wajar dan semestinya diminta oleh pihak Penggugat atau
para Penggugat kepada pihak Tergugat atau para Tergugat sebagai upaya tekanan
agar nantinya pihak Tergugat atau para Tergugat mematuhi, memenuhi dan
mel aksanakan tuntutan atau hukuman pokok.*

Berdasarkan pengertian ini dapat diketahui bahwa sifat dwangsom adalah
sebagai berikut: (1) merupakan accecoir, tidak ada dwangsom apabila tidak ada
hukuman pokok, apabila hukuman pokok telah dilaksanakan maka dwangsom
yang ditetapkan bersama hukuman pokok tersebut menjadi tidak mempunyai
kekuatan lagi; (2) merupakan hukuman tambahan, apabila hukuman pokok yang
ditetapkan oleh hakim tidak dipenuhi oleh Tergugat, maka dwangsom tersebut
dapat dijalankan eksekusi; (3) merupakan tekanan pcychis, dengan adanya
hukuman dwangsom yang ditetapkan oleh putusan hakim dalam putusannya,
maka orang yang dihukum tersebut ditekan secara pcychis agar ia dengan sukarela
menjalankan hukuman pokok yang telah ditentukan oleh hakim.”

Keladlaian hakim dalam memperhatikan keadilan, kemanfaatan dan
kepastian, terkadang mengantarkan pada putusan hakim yang sia-sia (illusoir).

Ada kemungkinan putusan hakim tersebut telah hilang kewibawaan hukumnya

“ Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Perdata Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan; Hukum
Acara Perdata, Hukum Perdata Materiil, Peradilan Hubungan Industrial, Peradilan Perkara Perdata
(Bandung: P.T Alumni,2009), him. 71.

®> Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, him.
430.



dan kemungkinan juga sikap tidak hormat dan patuh terhadap hukum telah

menjadi budaya manusia sebagai subyek hukum.

Apa yang telah diputus oleh hakim, maka harus dianggap benar.®
Fenomena putusan hakim yang hanya sekadar hitam di atas putih (illusoir),
sebenarnya bukan masalah baru yang terjadi di lingkungan Peradilan. Demikian
halnya di Pengadilan Agama Sleman. Permasalahannya bukan "apa dan
mengapa’, tapi yang menjadi permasalahan bagaimana upaya hakim dengan
kebijakannya memaksimalkan agar putusan hakim dipatuhi atau dijalankan
dengan sukarela dan meminimalkan fenomena hitam di atas putih (illusoir)

tersebut.

Pada tahun 2007, Pengadilan Agama Sleman telah menerima perkara
perceraian sebanyak 745 perkara’. Jumlah perkara selama periode tersebut

mencakup semua jenis perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak.

Namun ketika penyusun melihat salinan putusan perkara cerai gugat di
Pengadilan Agama Sleman, pada umumnya tuntutan hukum yang terdapat di
Petitum hanya berisi: "menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat,
menetapkan bahwa anak yang bernama s fulan berada di bawah asuhan
Penggugat (bagi Penggugat yang memiliki keturunan), dan membebankan biaya

perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

® Ahmad Kamil, M. Fauzan, Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi,cet. ke-3 (Jakarta: Kencana
Prenada Madia Group, 2008), him.2

" Register Induk Gugaan Peradilan Agama Sleman tahun 2007.



Upaya hakim untuk menasehati dan memberi bantuan kepada Penggugat
melihat kenyataan di atas, hanya sekadar formalitas untuk dapat beracara di
Pengadilan. Upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak bahwa Tergugat
memenuhi prestasinya sehingga seluruh yang menjadi hak Penggugat terealisasi

nyaris terabaikan.

Pasa 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Pengadilan membantu pencari
keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk

tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biayaringan”.®

Pemahaman lebih lanjut dari Pasal 5 tersebut bahwa, Pengadilan tidak
sekedar membantu para pencari keadilan, namun harus berusaha sekeras-kerasnya
untuk mengatas segala hambatan yang kemungkinan akan dihadapi oleh
Penggugat, termasuk hambatan hak-hak Penggugat yang tidak terealisasi karena

Tergugat tidak menjalankan putusan dengan sukarela.

Upaya yang dilakukan Penggugat untuk mendapatkan hak-haknya ketika
putusan hakim tidak dijalankan dengan sukarela (illusoir) adalah dengan
mengajukan  gugatan  Eksekusi  kepada  Pengadilan  bersangkutan.
Permasalahannya, dalam putusan perkara cerai gugat maupun dalam perkara
perkara lainnya terkadang biaya yang timbul akibat gugatan Eksekusi tidak

sebanding dengan hasil yang didapatkan.

8 pasal 5 UU No. 4 Tahun 2004 tentang K ekuasaan K ehakimam.



Pada Pasa 4 ayat (2) Undanng-undang No. 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakimam menjelaskan bahwa "peradilan dilakukan dengan
sederhana, cepat dan biaya ringan”.® Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi
harapan para pencari keadilan, yang dimaksud dengan "sederhana’ adalah
pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efektif dan
efisien, sedangkan "biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat terpikul oleh

rakyat.'

Dwangsom sebagai bagian dari hukum perdata formil dan meteriil, dalam
praktinya lebih banyak diterapkan pada perkara-perkara perdata yang menjadi
wewenang absolut Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Tujuan
diletakkan Dwangsom dalam putusan hakim, agar Tergugat bersedia memenunhi
prestasinya jika mengetahui ada kewajiban yang harus dibayar apabila ia tidak
melakukan hukuman pokok yang dibebankan kepadanya. Jadi, merupakan
tindakan logis untuk memaksa orang yang dikenakan hukuman itu agar serius dan

tidak main-main dalam mematuhi dan melaksanakan putusan hakim.**

Berdasarkan ulasan di atas, dengan masih banyaknya gugatan cerai gugat
yang isinya hanya menyinggung masalah formalitas tanpa ada indikator bahwa

Tergugat akan memenuhi prestasinya, serta melihat dari penerapan dwangsom

® Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang K ekuasaan K ehakiman.

19 penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan
Kehakiman.

1 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata..., him.438-439.



dalam lingkungan Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Sleman
belum pernah menerapkan dwangsom, sementara hukam acara yang berlaku di
Pengadilan Agama Sleman sebagaimana yag berlaku di Pengadilan Umum, maka
layak untuk dikaji bagaimana Dwangsom sebagal upaya optimalisasi kebijakan
hakim Pengadilan Agama Sleman dalam memutus perkara cerai gugat, serta
bagaimana penerapan dan prosedur pelaksaan dwangsom dalam perkara cerai
gugat yang terkadang di dalamnya terdapat sengkera hak asuh anak dan sengketa

harta bersama (gono gini).

. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di  atas, maka penyusun mengambil pokok
masal ah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah Dwangsom menjadi upaya memaksimalkan putusan hakim
dijalankan dengan sukarela dan meminimalisir putusan illusoir ?
2. Bagaimana penerapan Dwangsom dalam perkara cerai gugat serta prosedur
pel aksanaan Dwangsom terhadap putusan yang illusoir ?
. Tujuan dan Kegunaan
Berasarkan permasal ahan-permasal ahan diatas, maka tujuan penelitian ini
adalah:
1. Menjelaskan bagaimana Dwangsom sebagai upaya optimalisasi kebijakan
hakim di Pengadilan Agama Sleman dalam menyelesaikan perkara perdata,

sehingga apa yang menjadi hak Penggugat dapat terealisasi dan putusan yang



telah berkekuatan hukum tetap tidak hanya hitam di atas putih (illusior) tetapi
putusan tersebut dapat dijalankan dengan sewajarnya.

2. Mengkaji dan menjelaskan bagaimana penerapan serta prosedur Dwangsom
dalam putusan hakim perdara yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga
dengan Dwangsom ini dapat menekan psikis Tergugat agar menjalankan
prestasinya dengan sukarela.

Setelah selesainya penyusunan ini diharapkan hasilnya dapat memberikan
manfaat, antaralain:

1.  Penyusunan skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan tentang hukum,
khusunya hukum acara perdata yang merupakan kode etik bagaimana beracara
di pengadilan.

2. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pemecahan masalah dalam
perkara perdata, khususnya perkara-perkara yang dalam gugatannya
mengandung nilai materiil.

D. Telaah Pustaka
Sepengetahuan penyusun ada beberapa tulisan yang terkait dengan
pembahasan tentang upaya optimalisasi kebijakan hakim. Studi terhadap tulisan

(skripsi) tentang masalah tersebut meliputi :

Pertama, skripsi yang disusun oleh Ari Triyanto dengan judul "

Penerapan Asas Ultra Petitum Partium Terkait Hak ex officio Hakim dalam



Perkara Cerai Talak di PA Yogyakarta Tahun 2006-207".** Hasil tulisan yang
dicapa dalam skripsi tersebut adalah: Pertama, mengenai asas ultra petitum
partium terkait dengan hak ex officio hakim dalam memutus perkara, hakim dapat
memberikan putusan terhadap perkara yang digjukan melebihi dari tuntutan
pemohon selama hakim mmempunyai dasar hukumnya. Kedua, penerapan hak ex
officio hakim atas pembebanan nafkah bekas suami dalam menyelesaikan perkara
cerai talak di Pengadilan Agama Yogyakarta telah dilaksanakan berdasarkan
ketentuan Pasal 41 huruf C Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan ketentuan
dalam Pasal 149 Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang HKI yang menentukan
bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikan
nafkah mut'ah yang layak kepada bekas istri, memberikan nafkah 'iddah kepada
berkas istri, melunas mahar yang masih terhutang, mamberikan biaya hadanah
kepada anak-anaknya yang belum berusia 21 tahun.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Sholikhul Hadi dengan judul
"Pandangan Hakim PA Sleman terhadap Hak ex officio Sebagai Perlindungan
Hak Anak dan Mantan Istri, (studi putusan 2006)".** Kesimpulan yang ditarik
dari tulisan tersebut adalah penggunaan hak ex officio sebagai perlindungan hak

anak dan mantan istri menurut pandangan hakim Pengadilan Agama sangat sesuai

2 Ari Triyanto , " Penerapan Asas Ultra Petitum Partium Terkait Hak ex offcio Hakim dalam
Perkara Cerai Talak di PA Y ogyakarta Tahun 2006-207", skripsi tidak diterbitkan dan hanya digjukan
kepada Jurusan al-Ahwal as-Syakhsiyyah Fakultas Syari‘ah UIN Sunan Kalijaga, 2008.

B3 Sholikhul Hadi, "Pandangan Hakim PA Sleman terhadap Hak ex officio Sebagai
Perlindungan Hak Anak dan Mantan Istri, (studi putusan 2006)", skripsi tidak diterbitkan dan hanya
digjukan kepada Jurusan al-Ahwal as-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2008.
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dengan keadilan dan kemaslahatan, namun menurut hakim, hak ex officio tidak
digunakan jika hakim mempunya pertimbangan bahwa, istri merelakan untuk
tidak diberikannya hak-hak tersebut, istri yang bersangkutan dalam keadaan gabla
dukhul, istri dinyatakan nusyuz oleh hakim serta adanya pertimbangan hakim
bahwa suami tidak mempunyai kemampuan ekonomi untuk dibebani kewajiban
tersebut.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Fina Nuriana dengan judul "Eksekusi
Putusan Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Mantan Istri dan Anak di
Pengadilan Agama Mungkid Tahun 2006".** Skripsi tersebut memaparkan dan
menjelaskan panjang lebar tentang bagaimana proses eksekusi yang terjadi di
Pengadilan Agama Mungkid dari awal memasukan gugatan sampai proses akhir
dari eksekusi. Kesimpulan yang ditarik dari hasil tulisan tersebut adalah:
Pertama, hak-hak yang dapat dituntut istri di Pengadilan Agama Mungkid antara
lain nafkah madiyah, nafkah 'iddah, nafkah mut'ah, harta bersama, mahar yang
masih terhutang dan nafkah pemeliharaan anak. Kedua, mekanisme pemenuhan
hak-hak mantan istri dan anak di Pengadilan Agama Mungkid dapat dituju
dengan tiga cara yaitu, dengan rekonpensi, gugatan berdiri sendiri serta melalui

gugatan kumulatif.

¥ Fina Nuriana, "Eksekusi Putusan Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Mantan Istri dan
Anak di Prngadilan Agama Mungkid Tahun 2006", skripsi tidak diterbitkan dan hanya digjukan
kepada Jurusan al-Ahwal as-Syakhsiyyah Fakultas Syari‘ah UIN Sunan Kalijaga, 2008.
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Keempat, skripsi yang disusun oleh Muh. Nanang Qodri dengan judul,
"Pelaksanaan Eksekusi Harta Bersama di Pengadilan Agama Yogyakarta, (Studi
Terhadap Putusan PA Yogyakarta No. 151/Pdt. G/2003/PA.YK)".™® Hasil dari
skripsi tersebut adalah mekanisme pelaksanaan eksekusi harta bersama di
Pengadilan Agama Y ogyakarta terhasap putusan No. 151/Pdt. G/2003/PA.YK
dimulai dengan permohonan eksekusi dari pihak yang memenangkan perkara
kepada ketua Pengadilan Agama Y ogyakarta. Berdasarkan surat permohonan
tersebut, Ketua Pengadilan Agama Y ogyakarta memerintahkan Panitera atau Juru
Sita untuk memanggil pihak Tereksekus untuk menghadap ke Ketua Pengadilan
agar mendapat peringatan (aan maning) agar ia melaksanakan putsan dengan
sukarela dalam jangka waktu delapan hari. Kendala yang dihadapi pihak
Pengadilan Agama Yogyakarta sewaktu pelaksanaan eksekusi, yakni adanya
perlawanan dari pihak tereksekusi. Tereksekusi lebih cenderung untuk tidak
memberikan barang yang menjadi obyek eksekusi kepada pihak Pengadilan
melalui Panitera atau Juru Sita, untuk mengatasi hal tersebut pihak Pengadilan
Agama Yogyakarta meminta bantuan kepada Aparat Keamanan bak itu
kepolisian, TNI maupun aparat desa setempat.

Berdasarkan uraian beberapa karya ilmiah yang Penyusun telusuri,

Penyusun hanya menemukan karya-karya ilmiah yang sifatnya sekedar upaya

> Muh. Nanang Qodri dengan judul, "Pelaksanaan Eksekusi Harta Bersama di Pengadilan
Agama Y ogyakarta, (Studi Terhadap Putusan PA Y ogyakarta No. 151/Pdt. G/2003/PA.YK)", skripsi
tidak diterbitkan dan hanya digjukan kepada Jurusan al-Ahwal as-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN
Sunan Kalijaga, 2007.
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upaya untuk mendapatkan atau melindungi hak anak dan mantan istri dalam
sidang perdata, sementara Penyusun belum menemukan karya ilmiah yang
membahas masalah dwangsom sebagai upaya optimalisasi kebijakan hakim.
Dasar munculnya penerapan dwangsom dalam gugatan dan putusan hakim dalam
melindungi hak anak dan mantan istri, karena ada kekhawatiran Tergugat sebagai
pihak yang kalah tidak memenuhi prestasinya sehingga merugikan pihak yang
menang.
E. Kerangka Teoritik

Perkara perdata berbeda dengan perkara pidana dimana tidak ada ruang
dan peluang bagi Tergugat atau Terhukum untuk lari dari tanggungjawabnya
dalam memenuhi isi putusan hakim. Pelaksanaan putusan perdata di Pengadilan
Agama nyaris tidak dapat dilaksanakan secara langsung kecuali tergugat secara

sukarela mematuhi isi putusan tersebut.

Dalam Hukum Acara Perdata, terdapat dua cara pel aksanaan putusan yang
telah berkakuatan hukum tetap yaitu: pertama, dengan sukarela artinya dengan
kesadaran Tergugat menjalankan putusan hakim tanpa paksaan dari Pengadilan,
kedua, dengan paksa atau eksekusi terhadap Tergugat yang tidak menjalankan

putusan secara sukarela.®

Dwangsom sebagaimana diatur dalam Recths-Voordering (Rv),

merupakan eksekusi putusan secara tidak langsung terhadap Tergugat yang

16 Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan
Berkeadilan, cet. ke-3 (Yogyakarta: Ull Press Y ogyakarta, 2009), him. 142.
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melalaikan prestasinya untuk menjalankan is putusan hakim yang telah

berkekuatan hukum tetap. Sebagai mana dijelaskan dalam Pasal 606 ayat (a):

"sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang
lain daripada membayar sgjumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa
sepanjang atau setigp kali Terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut,
olehnya harus diserahkan sgumlah uang yang bersarannya ditetapkan oleh
keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa’

Dwangsom harus dipahami berbeda dengan lembaga ganti rugi
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 225 HIR, dan berbeda dengan konpensasi
yang dikenal dalam hukum perdata. Dalam dwangsom ini kewajiban yang disebut
dalam putusan hakim tetap ada dan tidak dapat diganti atau dihapus.'” Dengan
demikian, dwangsom ini sangat tepat apabila diletakan dalam putusan hakim
perdata, karena dwangsom tersebut merupakan salah satu strategi yang dapat
mencegah putusan hakim menjadi illusoir (hampa) yang memang selama ini di

lingkungan Peradilan banyak putusan hakim yang tidak dijalankan dengan

sukarela atau dengan sewgjarnya.

Sebagai doktrin, Magasid asy-Syari’ah bermaksud mencapai, menjamin
dan melestarikan kemaslahatan manusia.'® Oleh karena itu, apabila dipahami dari
sis maksud dan tujuan diterapkannya dwangsom dalam putusan hakim perdata,

dwangsom sebagaimana dijelaskan di atas memiliki maksud dan tujuan yang

¥ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata..., him. 439.

18y udian Wahyudi, Ushul Fikih versus Hermeneutika, Membaca al-Qur’an dari Kanada dan
Amerik (Y ogyakarta : Pesantren Nawesea Press, 2006 ), him.45.
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sama dengan magasid asy-syari‘ah yaitu mencapai dan menjamin kemaslahatan
manusia sebagai subyek hukum (mahkum 'alaih).
Bzl Laal) Gila o adia auldal) ada

Berangkat dari kaidah Sadd Az-Zarr'ah di atas, penerapan uang paksa
(dwangsom) dalam putusan perdata di Pengadilan Agama, menurut Penyusun
adalah menyangkut beberapa permasalahan penting sebagai berikut: pertama,
menyangkut permasalahan hak asuh anak (hadanah), kedua, menyangkut masalah
harta bersama. Masadah-masalah yang timbul dalam perkara perdata di
Pengadilan Agama tidak seluruhnya dapat diterapkan uang paksa (dwangsom),
karena dalam Yurisprudenss Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Sip/1972
sebagaimana dikutip oleh Lilik Mulyadi bahwa "dwangsom ini tidak dapat
dituntut bersama-sama dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang."?

Islam sangat mengedepankan kemaslahatan demi terwujudnya eksistensi
hidup manusia. Ungkapan dasar, bahwa syari’at Islam dicanangkan demi
kebahagiaan dan ketentraman hidup manusia, lahir batin, dunia akhirat,
sepenuhnya mencerminkan kemaslahatan.”* Dengan demikian, apa yang telah

menjadi komponen pokok dalam Islam seperti menjaga agama (cpd) Bda), jiwa

¥Rachmad Syafe'l, Ilmu Ushul Figh, cet. Ke-3, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), him. 134

% Dikutip oleh Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Perdata Perspektif Teoritis dan Praktik
Peradilan: Hukum Acara Perdata, Hukum Perdata Materil, Pengadilan Hubungan Industrial,
Pengadilan Perkara Perdata Niaga (Bandung: PT. Alumni, 2009), him. 113.

2! sumanto, Al Qurtuby, Era Baru Fikih Indonesia(Y ogyakarta : Cermin, 1999), him. 2.



15

(wsddd) Bada) - keturunan (Jwl) Bada)  akal (JSad) Bda) dan harta (Jwa!) 3a) menjadi
pertimbangan khusus dalam menerapkan aturan atau undang-undang.

Konsep maqgasid asy-syari‘ah, yang mengantarkan kita pada pemahaman
bagaimana memaksimalkan unsur positif atau kemashlahatan dan meminimalkan
unsur negatif atau kemudaratan telah menyatu dalam membanguan hukum di
negarakita.

Hukum atau undang-undang merupakan satu-satunya alat unuk mengatur
bagimana kita bertindak dan bersikap dalam masyarakat, oleh karena itu undang-
undang yang berkekuatan hukum tetap menjadi perkara darariyyah dalam
kehidupan manusia sebagai mafhum ‘alaih. Undang-undang tidak mungkin tegak
dengan sendirinya melainkan perlu campur tangan subyek hukum untuk

menerapkannya, segjalan hal ini kaidah fighiyyah menjelaskan:

22

dari kaidah ini dapat dipahami bahwa, kaberadaan lembaga-lembaga hukum
seperti pengadilan, kgjaksaan dan lain-lain yang terkait dengan penegakan hukum,
mutlak diperkukan kehadirannya guna menerapkan dan melancarkan tugas primer

atau daruriyyah tersebut.

. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian ilmiah mutlak diperlukan suatu metode agar

penelitian tersebut dapat terlaksana secara terarah dan rasional serta mencapai

%2 Rachmad Syafe'l, Ilmu Ushul Figh, cet. Ke-3, him. 139.
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suatu hasil yang optimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai

berikut :

1

Jenis Penelitian

Metode berarti proses, prinsip dan prosedur yang digunakan untuk
mendekati masalah dan usaha untuk mencari jawaban atas masalah tersebut.
Adapun penelitan yang dilakukan berkaitan dengan studi dalam skripsi ini
adalah penelitian pustaka (library resertch), yaitu penelitian yang datanya
diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka, dalam hal ini data
yang paling pokok digunakan adalah Putusan hakim dan ditunjang dengan
penelitian lapangan. Obyek penelitian ini adalah Pengadilan Agama Sleman.
Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptik-Analitik, yaitu suatu penelitian yang

bertujuan untuk mengungkap masalah, keadaan dan peristiwa sebagaimana
adanya sehingga bersifat faktual,>> dengan memaparkan dan mendeskripsikan
penerapan Dwangsom dalam perkara ceral gugat, serta upaya optimalisasi
kebijakan hakim Pengadilan Agama Sleman dalam putusannya.
Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam Penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

him. 31.

% Hadari Nawawi, Metode Penelitian Sosial (Y ogyakarta: Gajah Mada Univesity Press,1993,
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a. Data sekunder, yaitu data yang telah tersedia berupa kepustakaan dan
dokumen lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.®*
Dokumentasi atau penelusuran dokumen, yaitu: cara memperoleh data
dengan menelusuri serta mempelgjari dokumen berupa berkas perkara
putusan cerai gugat di Pengadilan Agama (PA) Sleman, buku-buku,
peraturan perundang-undangan maupun hasil penelitian yang mempunyai
kesesuaian dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara (interview), yaitu: cara memperoleh data atau keterangan
melalui wawancara dengan pihak yang terkait dengan obyek penelitian.
Dalam hal ini penyusun mencoba untuk mengadakan wawancara langsung
dengan hakim Pengadilan Agama Sleman, dan hasil wawancara ini
sebagai data tambahan dalam penelitian ini.

4. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Yuridis, yaitu: cara mendekati masalah yang diteliti dengan
mendasari pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku,
sehingga terdapat sinkronisasi aturan hukum yang berlaku dengan
kenyataan yang ada di masyarakat.

b. Pendekatan Normatif, yaitu: suatu cara pendekatan terhadap suatu masalah

yang diteliti dengan berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam

2 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Ul Press,1986), him. 21.
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hukum Islam yang relevan dengan permasalah tersebut, apakah suatu itu

baik atau buruk, benar atau salah berdasarkan normasyari‘at 1slam.”®
5. AnalisisData

Penelitian ini menggunakkan metode analisis deduktif yaitu metode
yang dipakai untuk menganalisa data yang bersifat umum dan memiliki unsur
kesamaan sehingga digeneralisasikan menjadi kesimpulan khusus. Analsis
dilakukan dengan terlebih dahulu menjelaskan seluk beluk dwangsom baik
dalam teori dan praktiknya dalam perkara cerai gugat, kemudian ditarik pada
kesimpulan khusus.
G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ilmiah ini tersusun secara sistematis
dan menghasilkan karya yang utuh dan komprehensif maka penelitian ini dibagi
dalam beberapa bab dan setigp bab mempunyai sub-sub bab sesuai dengan
cakupan bab tersebut, maka penyusun memaparkannya dalam pembahasan sebagi
berikut:

Bab Pertama adalah pendahuluan, merupakan bagian yang mencakup
semua isi dengan menjelaskan latar belakang masalah yang menjadi alasan
mengapa topik ini dikaji, pokok masalah yang menjadi kajian, kemudian
dilanjutkan dengan tujuan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode

penelitian dan sistematika pembahasan.

% gutrisno Hadi, Metode Research 11 (Y ogyakarta: Andi Offset,1989), him. 142.
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Bab Kedua, adalah merupakan bagian penting untuk mengantarkan pada
permasal ahan yang dibahas sebagai dasar dan landasan pada bab-bab selanjutnya.
Bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang Dwangsom dan perlindungan
hukum, yang terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama menjelaskan tentang
Dwangsom secara umum, sub bab kedua menjelaskan tentang putusan hakim,
kemudian sub bab ketiga menjelaskan tentang perlindungan hukum dan hak.
Penerapan bab ini sangat penting, karena bab ini menjadi landasan teori dalam
penelitianini.

Kemudian untuk mengetahui seluk beluk Dwangsom dalam perkara cerai
gugat di Pengadilan Agama Sleman, maka pada bab ketiga penyusun
menempatkan dua sub bab. Sub bab pertama mengenai gambaran umum tentang
pengadilan Agama Sleman, kemudian sub bab kedua tentang Dwangsom dalam
putusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman. Dari pembahasan bab
ini penyusun dapat mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian yang
dilakukan Penyusun.

Berpijak dari bab-bab sebelumnya maka untuk mempertgjam fokus
penelitian ini, Penyusun melenjutkan pada bab keempat yang merupakan bab
analisis terhadap Dwangsom sebagai upaya optilamisasi kebijakan hakim di
Pengadilan Agama Sleman dalam memutus perkara perdata, serta penerapan dan
prosedur Dwangsom dalam perkara cerai gugat. Setelah pada bab sebelumnya
yang merupakan deskripsi, maka pada bab inilah Penusun melakukan analisis dan

berharap dapat memperoleh jawaban terhadap permasalah yang ada.
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Bab Kelima adalah merupakan bab penutup, penyusun mengemukakan
kesimpulan umum dari skripsi ini secara keseluruhan yang selanjutnya

dipaparkan saran-saran.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Demikian bebeapa hal tentang dwangsom dan kaitannya dengan perkara
cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman, dan berdasarkan uraian dalam bab-bab
sebelumya, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dwangsom sebaga upaya memaksimalkan isi putusan hakim dijalankan
dengan sukarela seyogyanya diterapkan dalam putusan hakim, karena dengan
keberadaan dwangsom tersebut dapat menekan secara keiwaan dan
meminimalisir putusan yang sia-sia (illusoir). Terlebih lagi bila penerapan
dwangsom tersebut didasarkan dengan tujuan kemaslahatan, yaitu mencegah
kemudaratan dan membuka selebar mungkin kemaslahatan-kemaslahatan
yang terdapat dalam putusan hakim, dalam artian mencegah kemungkinan-
kemungkinan Tergugat tidak menjalankan isi putusan hakim sebagaimana
mestinya.

2. Penerapan dwangsom dalam perkara cerai gugat hanya sebatas pada gugatan
isteri yang sifat kumulatif (penggabungan gugatan), karena pada dasarnya
dalam gugatan ini isteri tidak sekedar menuntut perceraian semata melainkan
tuntutan hak asuh anak dan harta bersama tersusun dalam satu surat gugatan.
Sedangkan dalam gugatan perkara cerai gugat yang berdiri sendiri, tidak
terdapat tuntuan isteri terhadap suaminya kecuali hanya perceraian. Meskipun

dwangsom dapat diterapkan dalam gugatan kumulatif, namun tidak serta-
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merta dapat diterapkan pada seluruh tuntutan hukum, melainkan sebatas pada
tuntutan hukum hak asuh anak dan harta bersama. Dwangsom tidak dapat
diterapkan bersamaan dengan penyerahan sejumlah uang, seperti pembayaran
nafkah madiyah (nafkah terhutang) atau nafkah anak.

B. Saran-Saran

1. Dalam penelitian ini jelas tidak bisa menafikan adanya banyak kekurangan
dan kelemahan, baik aspek data maupun analisis. Atas dasar ini Penyusun
membuka ruang saran dan kritik konstruktif untuk perbaikan di kemudian
hari.

2. Hakim Pengadilan Agama Sleman bila kedepan menerima dan memeriksa
masalah dwangsom, hendaknya berhati-hati dan tidak hanya mengacu pada
ketentuan-ketentuan formil semata, melaikan harus memperhatikan nilai-nilai
hukum, adat masyarakat, serta kondisi para pihak apalagi kondisi ekonomi
pihak Tergugat atau Terhukum.

3. Putusan hakim yang sia-sia (illusoir) pada dasarnya bukan semata-mata
tanggungjawab hakim, melainkan negara turut campur dalam ha bagaimana
menciptakan para hakim yang memiliki intelektual dan integritas yang baik,
serta menjadikan masyarakat taat dan patuh terhadap hukum, dalam hal ini

Mahkamah Agung dan Departeman Hukum dan HAM.
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BAB I
Menolak dari segala bentuk kemudaratan lebih diutamakan
daripada mengambil kemaslahatan

Apabila suatu perbuatan bergantung pada suatu yang lain,
maka suatu yang lain itupun wajib

BAB 11

Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari
padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang
mepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya mengandung
kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan
(beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat,
keduanya (suami isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya
berkata " sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang
saleh, tentu kami termasuk orang-orang yang bersyukur

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati
akhir 'iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang baik,
atau cerailkanlah mereka dengan cara yang maruf (pula).
Janhanlah  kamu merujuki mereka untuk  memberi
kemudaratan, karena dengan demikian kamu kemau mengaiaya
mereka

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan
oleh suaminya mut'ah) menurut yang maruf, sebagai suatu
kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa

Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan
janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka
melakukan perbuatan keji yang terang

Asal sesuatu adalah ketetapan sesuatu yang telah ada menurut
keadaan semula, sehingga terapat ketetapan sesuatu yang
merubahnya

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi
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81
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amalan-amalan yang kekal lagi saeh adalah lebih bak
pahalanya di sis Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi
harapan

BAB Il

Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang
telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya
khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukun Allah.
Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat
menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas
keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk
menebus dirinya. ltulah hukum-hukum Allah, maka janganlah
kamu melarangnya. Barang sigpa yang melanggar hukum-
hukum Allah merekaitulah orang-orang yang zalim.

BAB IV

Dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang
mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan
memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.
Demikianlah Kami jadikan setigp umat menganggap baik
setiap pekerjaan mereka. Kemudian kepada Allah mereka
kembali, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang
dahulu mereka kerjakan.

Menolak dari segala bentuk kemudaratan lebih diutamakan
daripada mengambil kemaslahatan

Segala jalan yang menuju terciptanya suatu pekerjaan yang
haram, maka jalan itupun diharamkan

Asal sesuatu adalah ketetapan sesuatu yang telah ada menurut
keadaan semula, sehingga terapat ketetapan sesuatu yang
merubahnya
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INTERVIEW GUIDE

Hak apa sgja yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat dalam perperkara cerai di
Pengadilan Agama?

Hak apa sgja yang melekat pada anak dan mantan istri dalam perceraian? Khususnya
dalam perkara cerai gugat?

Berkaitan dengan timbal balik antara hak dan kewajiban (mantan suami dan mantan
istri), sgjauhmana peran Pengadilan Agama Sleman sebagai payung hukum Pencari
keadilan memberikan perlindungan hak bagi para pihak berperkara?

Bagaimana pandangan Bapak Hakim terhadap putusan-putusan yang hanya sekadar
hitam di atas putih (illusoir) ?

Faktor-faktor apa sga yang menyebabkan putusan tidak dijalankan oleh Tergugat
dengan sukarela?

Apayang dimaksud dengan Dwangsom?

Bagaimana pendapat Bapak Hakim terhadap penerapan Dwangsom dalam perkara cerai
gugat?

Apakah selama ini terdapat kasus yang dalam gugatannya menuntut Dwangsom pada
Tergugat?

Bagaimana prosedur serta pelaksanaan (eksekusi) terhadap Dwangsom apabila Tergugat
lalai dengan prestasinya?

Dalam membantu para pihak yang berperkara, sgjauhmana wewenang Hakim atau
Pengadilan dalam memberi bantuan kepada para pihak?

Sifat aktif dan pasif hakim dalam menyelesaikan perkara, bagaimana batasan-batasan
kedua sifat tersebut ?

Dalam memutus perkara, bagaimana upaya hakim dalam memaksimalkan putusan

dijalankan dengan sukarela, dan meminimalkan terjadinya putusan illusoir?
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